004,

°them, the peasant commumz‘y in dfsadvantaged posmon especiallythose b@long {othe poor
o : f.gmups of somez‘y since fhey pnontfzed more on the preservanon of the foreign invesiments
. which at the endlediother issue of the maintaning the stafiis quio ofthe new order regime and

S fhefrpoljm.af mferests as well as Mlustration of the rural renewal sfrategy (Keywords economzc: G
o 'modemizaf:on rural poimc peasanf commumfy, New Orderera) .

LamrBe‘aRanﬂ [

Modernisasi ekonomx po! mk pedesaan menjaél
salah satu point penting komitmen ekonomi
politik para pemimpin dunia, dalam pertemuan

puncak World Food Sununii: Five Years Laler

(WFS: fyl) di Roma-ltalia, pada tanggal 10
sampai L3 Juni 2002 lalu.® Modemisasi ekonomi
politik pedesaan menjadi lokus pembicaraan,
karena erat dengan masalah ketahanan pangan
dan beban. hidup petani yang sebagian
besamya tinggal di desa (Kompas, 11 Juni 2002).

Sekitar 183 negara dari berbagai penjuru
dunia, yang tergabung dalam Organisasi
Pangan Dunia atau Food and Agriculture Or-
gonization- (FAQ), -bertekat memerangi

Gregomus Sahdan CL e

’M@d@mwaga Mmmmm P@Emk E}edesmn”

I\eiapa;an dan S\emxsi\man denﬂan JaEan
modernisasi ckonomi. politik. pude:.'w.n

Komitmen ini merupkan babak kedua dari
komitmen yang sama, yang pernah disepakati
oleh, pemerintah darl berbagai negara, dalam
Delclarasi Roma tentang Ketahanan Pangan
Dunia, pada.tahun 1996, Sejak KTT pangan.
tahun. 1974, para kepala negara, pemerintah.
parlemen, partal politik. LSM dan bahkan
masyarakat di seluruh kawasan dunia,
mengkampanyekan usaha melawan kelaparan
dan kemiskinan, yang nyaris menyebabkan
Jjusaan penduduk di seluruh dunia menanggung
beban hidupkesengsaraan dan ketakberdayaan
akibat kekurangan pangan. - T

' Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam :seminar Pembaharuan Desa vang dilaksanakan dalam rangka
memperingati Dies Natalis STPMD “APMD" yang ke-38 di Gedung Seminar STPMD “"APMD"™ tanggal 4-8
November 2003, Pokok-pokok pembahasan dalam tulisan ini, pernah disingung dalam artikel penulis di Sinar

Harapan dan Suara Pembaruan pada  Juni 2002

¢ Pertemuan FAQ di Roma dilihat sebagai modesnisasi ckonomi palitik, %arcna ;Jz.riemaan tersebut {biasanya)
raclahirkan kebijakan penting dalam bidang ekonomi politik yvang memberikan arah dan strategi bagi kebijakan
ckonomi politik yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung di dalamnya. Kebijrkan Revolus) Hijar vang
dijalankan oleh Indonesia tahun 1970-an merupakan salah satu implikasi dari kebijakan ekonomi politik yang
disepakati oleh FAO di Roma tabun 1974, Kebijakan ekonomi politik ini telah mengalihkan sistem dan cara

pertanian tradisionai ke sistem modem di Indonesia, Pengg

unaan pupuk organik yang biasa digunakan dalam



Ta_hgh_'ni_mo. 4', Edisi Musim-uabun, thoher;zoo&-:

FAO selalu menilai bahwa poko]\

: persoa]an kesengsaraan, keterbeiakangan dan
'kemiskman daerah pedesaan, terutama

Rerentanan mereka terhadap kelaparan dan .

. rawan  pangan, disebabkan oleh sistem dan cara

' . pertanian yan dilakukan.oleh sebagian besar
negara negara‘ o
masih -
unakan cara dan sistem pertaman_:_ g
. ; aradansastempertamantmdtsmnal --5'53
ini menyebabkan petani: i fegara-negara. .
berkembang: dan terbelakang hanya mampu

,_penduduk (t& tama- di -
:berkembana dan terbelakano),

memproduksi hasil pertanian, perkebunan, dan
. 'sebagainya semata-mata untuk . memenuhi
‘kebutuhan hidup, sehari- han -Petanizpetani . di

pedesaan, demikian FAQ membutuhhan cara

dan sistem pertaman modern,’ sttem dan cara
'pertanian modem termasuk penggunaan
produk pertaman modern, sepem pupuk kirmia,
tanaman unggu] dan ‘sebagainya dapat
menmgkathan hasil-hasil pertaniandi pedesaan,
tidak hanya untuk memenuhikebutuhan hari
ini*saja tetapi juga untuk disimpan, ditabung,
dan ‘bisa dimanfaatkan untuk ‘memenuhi
kebutthan di musim pacekhk ‘atau d1 musim
rawan pangan. - : -
FAO 3uga memusatkan perhatian
terhadap masyarakat di pedesaan; karéna sekitar
70% dari total penduduk dunia vang miskin
(tmggal dinegara berkembang dan terbélakan g}
yang sebagian  besar’” pendudukny
menyandang predikat petani;dari sekitar 815
Jjuta jiwa di antaranya menderita rawan pangan,
kekurangan gizi, dan bahkan tidak memiliki daya
tahan untuk hidup. Penyandang kekurangan

gizi yang paling banyak adalah anak_:-.a'_l_ié}i :

berjumlah sekitar 300-an juta jiwa dan 180
Jiwa di antarenya nyaris tak berdaya mengha
kematian setiap saat.* Modemisasi ekor
politik yang dirumuskan oleh partf?éé}r’ship
kolaborasi negara-negara maju deng 2anneg

negara berkembmw dan terbeiakana initert
di beberapa negara dijalankan secara %q;l_n U
tidak banyak ber;mnfaat bagi pezl i_ﬁ 19

Masyaral&.at desa . tetap;

' terbefakang dan bahkan masih ada.vang
-untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seb

hari, Persoalannya adalah modernisasj _é:l(on
politik sebagai upaya untuk mengdtasi ra
pangan dan meningkatkan kesejahter
penduduk di daerah pedesaan di kéﬁéﬁya
negara berkembang dan terbelakang diii
sebagai kesempatan untuk melakukan eksp:
kekuasaan dan penyebaran kapital. Dal
konteks ini, negara-negara berkembang «

-terbelakang memanfaatkan modernis

ekonomi politik’ sebagai kesempatan .un
mefakukan  sentralisasi,  intirver
pengawasan-pengawasan atas masyarakat ¢
menciptakan birokrasi vang rigid dan ke
untuk menunjang perluasan kapital masuk
desa. Akibatnya. deerah pedesaan di nega
negara berkembang dan terbelakang dikoopt
dan dihegemoni oleh dua kekuatan besar va
mengatasnamakan modernisasi ekonomi polil
vakni hegemoni kekuasaan dan eksploit:
kapital *

* Bagian ini merupakan cuplikan hasil sidang FAQ di Roma tanggal $0-13 Juni 2003

* “Periksa Kompas, 14 Juni 2002

* Filipina, Afrika Selatan, Indonesia merupakan beberapan negara yang keliru menerjemahkan modunn
ekonemi politik sebagai kesemipatan untuk melakukan ekspansi kekuasaan dan penguasaan atas ascl-a
“produksi.di desa. Ini ditandai olch kehadiran Marcos di Filipina, Mobuly Sese Scko di Afrika Selatan d
- Socharto di Indonesia. Ketiganya melakukan modemisasi ekonomi polifik dalam beatal senfralicaci remommas
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. Filipina, Afrika Selatan; Indonesia, dan
beberapa negara di'Amerika Latin yang pernah
. dikuasai oleh pemerintahan otor iter meripakan
: 'contoh negala negara vang . memahami
' mode sasi ekonomi politik sebagai proses
péﬁak]ukan, ‘hegemoni, dominasi dan koptasi
lKekuasaan atas desa diiringi dengan eksploitasi

~ terhadap odal akibat ekspansi dan perluasar

‘isahz ‘perusahaan-domestik dan internasional
yang Kolaboratif:dengan penguasa.dan
miencaplok sumberdaya yang ada di ‘desa.
Pemeérinteh di negara-negara tersebut tampil
seba'gai";j'engawas atas lalufintas sumber daya
{(barang dan manusia) dari desa ke kota.
‘Indonesia, yang termasuk salah satit
negara tempat modernisasi ekonomi politik yang
luar-biasa dijalankap di bawah pemerintahan
Orde Baru, menampiikan bekerjanya sistem
kekuasaan dan modal yang mengcengkram
masyarakat dan seluruh sistem serta cara
pertanian di dasrah pedesaan. Saat ini, dari 213
juta jiwa penduduk Indonesia yang tersebar di
ptlau Jawa, Sumatera: Kalimantan,-Nusa
Tenggara, Bali, Papua, Sulawesidan di pelosok
pulau-pulan kecil ada sekitar 40 juta jiwa, hidup
di bawah garis kemiskinan. Sekitar 60% lebih-di
antaranya tinggal di daerah pedesaan ‘dan
bekerja sebagal petani, nelayan, dan'pedagang
barang-barang kensumsi romah tangga.®
Berdasarkan data FAQ sahun 1997-1999, ada
sekitar 12 juts penduduk Indonesia menderita
rawan pangan, 26 persen balita berada di bawah
berat baden normal tahun 1995-2000 dengan
tingket kematian 35 persen uniuk tahun 2000
Tentang ini, UNICEF tahun 2000 pernah
melaporkan bahwa lebih dari 10 juta anal balita
di Indonesia mengalami gizi buruk, Dari 300 ribu

anak balita, 180 ribu jiwa di antaranya meningga]_
karena kekurangan gizi. L
Dari data-data tersebut, tampakny'
modernisasi ekonemi politik yang dijalankan
selama Orde Baru hanva .menghasiil{@
peningkatan kemiskinan di daerah pedesaan,
meluasnya kondisi kekurangan gizi di kalengan
anak-anak balita, dan menghasilkan rawan -
pangan di daerah pedesaan. Sistem _dan_c;@;y@ _

‘perianian tradisional yang dipaksa digantikan

dengan’sistem dan cara pertanian modermn d1 s
era Orde Barumeialui kebijakan Revolusi Hijau
tidak: menunjukkan perubahan keseiahteraan
hidup petani di daerah padesaan. Penggunaan
pupuk kimia, petisida, dan sebagainya tidak
mengakibatkan hasil pertanian semakin
berlimpah tetapi menciptakan hama wereng di
daerah pedesaan, yang sulit ditangani oleh
petani senditl. Petani di daerah pedesaan pada
akhirnya tetap bekerja untuk memenuh;
kebutahan hari ini saja, tidak untuk menabung
dan tidak mengantisipasi situasi pacekiik.-di
musim kemarau.” Akibatnya seperti apa yang
dikatakan oleh Tawney, petani di Indonesia
sama dengan petani di Cina dan Vieinam. Petani
di ketiga negara ini ibarat orang yang selamanya
berdiri terendam dalam air sampai ke leher,
sehingga ombak vang kecil sekalipun sudah
cukup untuk menenggelamkan mereka.® Musim
paceklik dan kondisi rawan pangan yang tidak
terlaiu besar pun sudah cukup menjadi bahaya
yang dapat menenggelamkan masyarakat desa
di Indonesia. :

“Sejauh ini,  pemerintah  telah
menggalakkan berbagai program modernisasi
ekonomi politik untuk mengatasi rawan pangan
dan kemiskinan. Berbagai program ekonomi dan

¢ Data-data tessebut merupakan cuplikan dari publikast data yang dilulis oleh Kompas, 11 Junt 2002 kb, tentang

jumlah penduduk tzhun 2002 dan peningkatan penduduk Indonesia
Moral Ekonomi Petani-Pergolakan Subsisiensi di Asia Tenggara. Jakarta:

* Lihat, James C. Scod,

oo e

vang miskin,
LP3ES,



g ?é'ri'z&'ri" i &6?2@’,’ Ed’iéim_u”s}_m Ljaiiuh'.-ok_zg;yerzooe,

_ _pohtxk"hntuk mencrentasmn kennskman
- dilakukan ofchpemermtah seper i Inpree, Desa

*Tertinggal (IDT); P3DT, PMTAS, dan P4K.
B Impfementasmroﬂram-program tersebut pernah

- memberﬁcan keharuman Tama. mantzm Pres;cien

A

:.ﬁed saaﬁ_

_ _Soehart_ ;
_:pengharoaan Larena dlmla: FAO “snkses
meng tasi persealan Fawan pangan di; Indone~

"'-'dan karenanya sempat za ‘menerima

..J"

akan modernisasi: ekonomi politik

JPS men_}adl fokus I\eba_}akan pemerintal dalam
mengatasx rawan panoan kemiskinan, kelaparan
dan pengangguran tetapt: karena -banyaknya
pe}aku kompsx dan belum ditegakkanya hukum

" maka ‘outpur-dari program tersebut - hangus

bersamaan dengan pergantian tezim, yang
sidali mencapaibabak kedua setelah Presiden
Soeharto mengundurkan diri; = o :

. ‘Mudah ditebak mengapa sampat dengan
sekarang ini. kebijakan modemisasi ekonomi
politik -pedesaan-"kurang ‘berhasil. Pertama,
kebijakan politik floating mass yang diterapkan
Orde Baru'memarjinalkan partisipasi dan peran
serta masyarakat ‘dalam pembangunan.
Keputusan penting tentang pembangunan
pedesaan jarang melibatkan petani. Kebijakan
pembangunan diramuskan secara fop down
(dari atas), dibuat olel para teknokrat pusat,
dan kurang mengakomodasi kebutuhan riil
masyarakat pedesaan. Contoh yang nyata
adaiah kebijakan pemerintah pusat tentang
kewajiban bagi masyarakat pedesaan untuk
menanam produk unggulan, seperti padi yang
dihasitkan oleh Lembaga Penelitian Padi
Internasional (IRRI) di Filipina, yang
dikendalikan Consultaiive Group on Interna-
tionol Aorienlinral 1 bavwab Ranl Dania.

: 'ga.yancr menyebabkan ‘Presiden
o "-'“Soeharto tahiun’1 980-an dijuluki sebagai “bapak
'pembancunan” Modem:sasz e}mnoml politik
' -pada zaman' pemermtahan Habibae dibingkai
'dalam prograni “Jarmﬂ Pengaman Sosial? (JPS).

memixmﬂn hasil panen vang bell;mpah lel

Demikian ju ga dengan. peﬂgenalm’i
Revolusi. Hijau yang diterapkan di

national Centre jbr_ Wheat And ;‘Mzzi;,{
ment: (Pusat Pemuii'aan Jagung da
}ntemasmnal) yang berada .dj. T
menggeser penggunaan pupuk

oleh penggunaan bahan kxmla pesumda 'm
dan sebagainya. Hasil dari kebijakan terse
(vang terkesan.dipaksakan kepada peta

menyebabkan hasil  panen mengala
penurunan dari tahun ke tahun. Petanj ye
terbiasa dengan sisterm pertanian tradisior
mengalami kesulitan untuk membeli puy
dengan harga vang seenaknva ciwermaml
oleh para produsen. S
Kedua, modernisasi pembanaun
ekonomi pedesaan selalu beroventasi pa
pertumbuhan ‘ekonomi, - pemupuk
konglomerat, dan pembangunan sektor indus
yang berpusat di daerah perkotaan, menjadik
desatertinggal jauh dibandingkan dengan ko
Harapan terjadinya proses menetes ke.de
tidak terwujud. Sebalikaya, penduduk de
ramai-ramai berurbanisasi ke kota dengan tuju
mendapatkan pekerjazn yang layak di sek
formal dan informal. Akibatnva, kota menje
penuh dengan “bondo nekat” yang ramai-ran
datang ke kota (Jakarta), tanpa memill
kemampuan dan keterampilan uniuk bisa beke
di sektor industri, manufaktur, otomot
perbankan dan sebagainya yang tersedia
kota. Jakarta (misalnya), telah menjadi kota ya
penuh dengan pendatang dari . des
Pemandangan seperti ini bukan hanva membn
Gubhernur Sutvesn Ferenotan mealakyls
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'sebé.'aai-'kbfa ‘meiropolis, pusat pendidikan,
pusai bzldaya pusat pumermtahan ;pusat
-perdagangan, dan pusat manu51a manusia
~berkualitas.. LR G
oK etiga, modermsasz ei\onoml poimk
: _ﬁjengharuskan pemerintah pusat memaksa
..':_irﬁésya'rakat-_-._desa untuk menyedizkan pasokan
‘barang-barang mentah yang diperlukan oleh
industri- industri dl daemh perkotaan Sebalum
"sampm Ke kota: baranmbar'm produks:
' pertanian itu" setengah miati drangku’c dari desa,
kavenapetani kesuiiian membiayai transportasi,
baik darat,laut, maupun udara.-Kurangnya
perhatian terhadap pembangunan suprastrukiur
dan insfrastrultur. pedesaan - menyebabkan
petani sulit menjual hasil pertaniannya Ke kota.
Situasi ini “bisa ditemui dengan begitu mudah
di daerah pedesaan Indonesia Timur, seperti
NTT, NTB, Maluku, Papua, Sulawesi, dan
Kalimantan vang sangat janh dari perhatian
pemerintal pusat.

Dalum segmen kebijakan, modc,mlsasa
ekonomi :politik pedesaan selama i
menempatkan pemerintal pusat sebagai
sentrum  kebijakan ekonomi politik. Selaruh
dasna dan alokasi anggaran pembangunan
ditentukan seenalinya oleh pemerintah pusat.
Distribusi pendapatan dan pemerataan
pembangunan, sangat tergantung pada
kehendal baile (good will) pemerintah pusat.
Akibatnya, dana dan slokasi anggaran
pembangunan tersendat di lingkaran para elite
pengambil keputusan, mulai dari tingkat pusat
hingga ke desa. Korupsi, kelusi dan nepotisme
merebak luas, Halimi diperparah oleh lemahnya
institusi yang berfungsi untuk menerapkan
hudcum, Modernisasi sistem politik dalam bentuk
“otonomi daerah”, tidak banyak memberikan
harapan terhadap perbaikan nasib dan
kemiskinan masyaraket desa. Masyarakat desa
fatan mtelrin s Baumby ctetem ntanan doarn i

partisipasi masyarakat yang leblh luas dalam
51stem pemerintahan daerah. . . '

. Korupsi, . kolusj dan nepotisme telah
menjalar di daerah dan an_ehnya:tldak ada _I‘L_i_a}]_g
bagi masyarakat desa, untuk-menuntut pelaktz
korupsi diseret ke pengadilan, karena otonomi
daerah tidak memberikan tempat %)agl_
masyarakat desa, untuk. melwontrol cian'
mengawasi pemermtah da&.rahnya sendiri.
Demzan kata. lain, mociermsas‘.'pohtli\ dalam---'
bentulk d_esemrahsam hanya ni:e;nperl\okqh
pe;’;ﬁi_ndahan sentralisasi dari pusat ke dagrah.
Kini pemeﬁntah daerah telah menjadi sentra
pembangunan-ekonomi -politik. _Pemérim_.ah
dagrah juga telah muncul sebagai pengawas
yang Intens atas kehidupan masyarakal desa,
Kalau dulu desa dieksploitasi cleh pusat, 1_1131!{;_1
sekarang desa dieksploitasi oleh kabupaten.
Apzpun vang dilakukan oleh desa saatini tidak
luput dart pengawasan kabupaten vang
menganggap diri sebagai wakil pemerintah
pusat di dacrah. :

Tulisan ini ingin menjawab pelsoaian
bagaimana proses modernisasi ekonomi politik
selama ini telah menciptakan kelergantungan
desa kepada kota, dan bagaimana proses
modernisasi_ekonomi politik itu dilakukan
sehingga menempatkan desa sebagai wilayah
yang miskin, terbelakang, dan marjinal
dibandingkan dengan daerah perkotaan. Penulis
juga ingin menjawab permasaiahan mengapa
ekspansi kekuasaan (politik) dan modal
(kekayaan) mencaplok selureh hajad hidup or-
ang banyak di desa. Secara sistematis, tulisan
ini akan diawali dengan perkenalan singkat ke
modernisasi ekonomi politik, dilanjutkan dengan
modernisasi ekonomi politil di Indonesia, dan
terakhir akan membicerakan tentang agenda
pembaharuan desa. Tujuannya adalah:
Pertama, mengetahui bagaimana proses

v srmicac: clrAannmml bt medacanr v or
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modernisasi ekonomi politik di Indonesia
menciptakan ketergentungan desa terhadap
kota, Dan, kefiga, mengetahui bagaimana
modernisasi ekonomi politik pedesaan yang
selaras dengan I{ebutuhan masyarakat desa
sendu'x '

Modernisasi Ek’dnomi Politik

_'Modemlsasx merupakan sebuah proses yang
melibatkan bangsa-bangsa. Manifetasi dari
proses ini pertama kali nampak di Ingeris pada
abad Ke-18 dalam apa yang disebur Revolusi
Industri. Sejak itu modernisasi meluas ke
seluruh dunia, hingga sampai ke Indonesia pada
awal abad ke-20. Aspek yvang paling spektakuler
dari modernisasi adalah pergantian teknik
produksi dari cara-cara tradisional ke gara-cara
modern yang tertampung dalam pengertian
Revolusi Industri.’ Akan tetapi proses yang
disebut Revolusi Industri ite hanyalah salah
satu aspek saja dari modernisasi. Modemisasi
masyarakat adalah suatu proses tfransformasi,
suate perubahan dalam segala aspeknya.* Di
bidang ekonomi, modernisasi berarti tumbuhnya
kompteks industri yang besar-besar, tempat
diproduksikannya barang-barang konsumsi dan
barang-barang sarana konsumsi secara massal.
Adanya  kompleks-kompleks. industri
mengandung implikasi adanya organisasi-
organisasi yang kompleks untuk mendirikan,
mengembangkan dan menyelenggarakan proses
produlsi itu, dan untuk pembelian bahan-bahan
baku, sertauniuk penjualan produknya. Adanya

* Prof. Dr. J.W.Schoorl, 1991, Modernisasi,

Berkembang. Jakarta:

PT. Gramedia Pusiaka Utama,

spesialisasi produksi secara massal itu ha
mungkin karena adanya pasaran nasio:
internasional untuk modal, bahan baku, bar
barang dan tenaga.' E

Dampak modernisasi di b:dmu ekon
memuncutkan perkembangan indusiri y
pada - gilirannya  berkaitan . den,
perkembangan agraria yang menyebab
produksi pekerjaan sebagian kecil - pendu
cukup untuk keperluan sisa penduduk yang
yang bekerja di sektor ekonomi-wyang &
Modernisasi. ekonomi mengharusl
penerapan metode dan teknik yang baru,
memperluas ukuoran rata-rata usaha i
sehinngga produksi agraria per pekerja berh
ditingkatkan secara fuar biasa. Ini ha
mungkin apabila penduduk yang berasal «
sektor agraria dapat memperoleh pekerjaa:
lugr sektor pertanian.”* Modernisasi ekom
mendorong peralihan sistem dan cara ke
manusia petani menjadi sistem dan cara ke
manusia industri, Peralihan sistem dan cara ke
ditkuti oleh perubahan fungsi manusia seba
tenaga kerja. Modernisasi mengharust
perubahan fungsi petani penggarap sawah ¢
bun tanimenjadi bureh konstruksi bangun
industrl, pabrik, dan bekerja semata-mata un
mengakumuiasi modal dan memug
keuntungan bagi dirinya sendiri ietapi b
pemnilik modal, kaum terpelajar dan meveka v
memiliki pabrik.

Modernisasi dalam bidang ekono
membutuhkan modernisasi sistem poliik ye

Pengantar Sosiologi Pembangunan Megara-Megara Sed:
hal i

U D.EApler, 1968, Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization. Englewood ClifTs: Pren

Hail,

" Kebutuhan akan ketersedinan pasar veng memadai bagi ekspansi kapital merupakan aspek mendasar ¢
moedernisasi. Dengan kata lain, modemisasi ckonomi mengharuskan adanya keputusan politik untuk memberi

kelonggaran terhedap ketersediaan pasar.

# Implikasi pertama darf modernisasi adalah kehurusan bagi pekerja-pekerja d1 sektor peftanian untuk ber
kerja ke sektor-sekior imndustri, Petans penoearan sawal dan bureh tazi akan berubah mensadi huruf i pab;
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Telatif® cepat “tanggap ‘dalam’ rangka
_ meh}*ésuﬁil;an diri dengan kebutuhan modal,
_ekspans; produksi, dan perluasan industri'?. Di
'negara ‘negarn liberal ekspansi modal
d;serahkan sepenuanya- ‘kepada - pasar,
seinentara negara hanya mengambil bagian
'pentme di dalam- mencsptakan sistem ‘politik
yang ‘séhat,’ membuka ruanc kompetisi-bagi
‘Semba masyarakat suntuk; bersamg,
"imenyerahkan sepenuhnya pacia Kinefj ja pasar,

borjuasi dan kaum pemodal, danmemperkecil
keteriibatan negara di dalam mengonivol dan
mengawasi pasar, lalulintas modal dan
borjuasi.™ Birokrasi pemerintah yang kecil,
efekiif, ‘dan efisien -dibutuhkan untuk
memberikan ruang gerak -yang cepat kepada
arus lalu-lintas barang, modal dan usahadipasar,
Sebaliknya-di negara-negara sosialis (juga
komiunis) dan negara-negara yang sering
disebut dengan regulatory state;” modernisasi
sistem politik’ melakukan penyesuaian-
penyesuaian terhadap perkembangan ckonomi
dengan melakukan sentralisasi, pengawasan-
pe'ngawasan atas lalulintas modal, intervensi
sistem politik terhadap kineria modal, pasar dan
borjuasi, dan melakukan korporatisasi atas
sejumlah lembaga negara yang berperan dalam
mengambi! kebijakan ekonomi®* . Dalam konteks
modernisasi politik, birokrasi pemerintah
merupakan instrumen utama yang melakukan
pengawasan-pengawasan dan sekaligus
menjadi  instrumen  pembangunan'’

Perfumbuhan masyarakat industri yang mod-
ern, kompleks, dengan diferensiasi yang besar

membutuhkan birokrasi pemerintah yang juga
sangat. besar, mendorong . pengambilan
kepulusan secara rasional, menumbuhkan

hubungan-hubungan sosial _vang tldak

berdasarkan perorangan, tugas-tugas dijadikan
bersifatrutin dantersentralisasi. Dalam l{(}_nt{;}gs
modernisasi, birokrasi yang dibutuhkan.adalah:

(1) hubungan antara pejebat yang diangkat

diatur dengan ketentuan. hokum, - (2) terdapat
seniralisasi: Jabamn vang disusun. secara
hierarkis; (3). pengangkatan dan kenaikan
tingkat didasarkan atas persetujuan koniraktual,
{4) pengangkatan didasarkan atas kecakapan-
kecakapan teknik: tertentu yang diperoleh
berdasarkan pengalaman atau. pendidikan
tertenty, (5) gaii diberikan atas dasar peraturan
utum yang telah ditetapkan, (6) ada pemisahan
yang tegas antara jabatan dengan kepentingan
pribadi, jabatan tidak boleh membawa
penghasilan lain, kecuali yang ditetapkan oleh
peraturan gaji, (7) jabatan itu merupakan
lapangan kerja penuh, {8) tugas dijalankan
sesuai dengan peraturan-peraturan hukum
tanpa pandang buiu. Berkaitan dengan
modernisast politik ini Donald K. Emerson
mengatakan bahwa birokrasi diperlukan unfuk
mendukung modernisasi ekonomi, Karena.itu
menurut Emersoa, proses rekruimen dalam
birokrasi pemerinah haros didasarkan atas tiga
“[(”, yakni kapabilitas, kompatibilitas, dan
kompetensi.’

Dalam prakiiknya, modernisasi ckonomi
politik vang- dijalankan oleh bangsa-bangsa
tidak selalu berjalan seiring dengan praktik

5 Bdk dengan Samuel P Huntington dalam, Political Order in Changing Societizs, Yale University Press, New

tHaven, 1996,

© Frans Magnis Suseno, 1998, Perikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Ulopis ke Perselisihan R:,wammsnn Jakarza:

Gramedia. )
g Fainsod, 1967, Bureancracy and Modernization:

The Russian and Soviet Case.

16 Pyonald K, Emerson, 1978, Indonesia s Elite: Political Culture and Cuiture Polirics, thaca:Cornell University

Press.

Dalam buku int Emerson menckankan pentingnya tiga “K7 dalam birokrasi pemerintah yang rasional

valni banzbilitas, kompatibilitas dan kompetensi. Ketiganva menurut Emerson digbaikan oleh pemeriniah
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3 : 'atas cn 1-c1n yang 1assonal menurut Emerson di
' hal penﬁangkatan kenazkan

ke tunan dan kesenaan terhadap kekuasaan
o Di'sin; modemxsasxekonomlpohtﬂctelah
Cm nmptakan hinbungan sambms;s antara bxrokmt
dan pencusaha Riggs yang berbicara tentang
'pengusaha ‘paria’ ‘mengatakan. ‘bahwa
N mociermsasx ekonomx politik menghas;]kan
ke_rj_asa_ma ani_agon_istxk._ antara’ pegawai
pemerintah’dengan ‘penguszha swasta, $i
-pé_ga_Wai "nj'e;iéamb'ah penghasilan resminya yang
tidak mencukupi dan  sebagsi-imbalan si
perig’u’éahé_ dibiarkan: relanggar peraturan.:

. Di Indonesia,;:modernisasi ekenomi
politik- menunjukan’ dua dimensi-yang saling
berhubungan antara yang safy dengan vang
lain:: Dimensi pertama mencakup ekspansi
Kekuasaan politik (negara) dan dimensi-yang
kedua adalah‘periuasan modal (kekayaan
borjuasi domestik dan internasional). Keduanya
berjalan seiring. ‘Ekspansi kekuasaan politik
mendorong atau membuka jalan masuknya
ekspansi ‘borjuasi ke daerah: pedesaan.
Keknasaan policik diperhukan untuk memberikan
Jjatan mulus-masuknya kapital ke desa'melalui
lisensi, proteksi dan pemberian izin usaha vang
mendorong ekspansi modal secara besar-
besaran ke daerah pedesaan. Jika kekuvasaan
politik memberikan garansi lisensi, proteksi dan
jzin usaha terhadap para borjnasi domestik, maka

para bGI’J uasx memberxkan dukungan i{epatt

kepada pcncusaha Bob Has
menﬁgarap Hutan Tanaman Indus

Eamnya Pola hnbunwan paﬁ cm—clzent dzpelﬂ
untuk menjamin kesetiaan dan k_ep__a_ziu
terhadap kekuasasn Orde Baru,. Reki‘uti
bn -okrasi daz; aras desa hmgg,a ke pusat 1

i)ek_erjanya sxstem llaélah.dan hul\_;_.z' f_m_;’
carror and stick, Hadiah (pengangkat
diberikan kepada birokrat vang ioy_a-l_"c,éaz:l pa
sementara hukuman (tidak diangkat} diberi
kepada mereka yang memiliki pe%ua_i_i_g menj
pembangkang. Sistem LITSUS: c}_igunal
sebagal mstrumen untuk membersihkan «
memisahkan calon pegawali yang pafuh ciew
calon pegawai yang tidak loyal..
modernisasi ekonomi maupun politik bex m 41
memperbesar arus modal (untuk kekuasaan «
borjuasi) dan untuk melestarikan legitim
kekuasaan. .
Beriknti ini merupakan crambqr
bagaimana modernisasi ekonomi politik.di
donesia menunjukkan dominasi, ran
kekuasaan dan modal yang pada ‘ziliranr
menjadikan desa sebagai “tumbal” yang sel
dikorbankan untuk kepentingan kekuasai
investasi, dan menyelamatkan muka kélomp
borjuasi. Kelompok borjuasi ini, sepeérti va
dikatakan oleh Riggs," menjalin hubung

b FWng 5, 1996, Bureaucrais and Political Development: 4 Paradexical VFiaw. dalam La Palombasa.. 19,
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simbiosis dengan penguasa untuk melakukan
: i{-:kSplmtam suimber daya yang ada di desa atas
.. mama “modernisasi”,” yang dalam konteks ini
. tentu’saja merupakan bagian dari pentingnya
“bahan meitah untuk kebutuhan industri, pabrik,
: Ltmstﬁjkéi“'dan sebagainya. Hegemoni dan
_?dommaS1 “kekuasaan “dipertukan untuk
‘mengawasi, “miemantau, dan mengontrol
latulintas modal (uang, barang, dan jasa), tidak
semata-mata unfik melestartkan kepentingan
‘borjuasi domestik, tetapi juga dalam rangka

memeiihara kekuasaan politik.

»odernisasi Ekonomi Politik Indonesia

Modernisasi ekonomi politik di Indonesia,
sudah dirintis sejak masa kolonial. Sistem tanam
paksa yang dijalankan di bawah pemerintaban
kolonial Belanda, jauh sebelum Indonesia lakir
sebagai nation state, bisa dinilai sebagai fase
historis bekerjanya sistem modernisasi i,
Beberapa hal yang menunjukkan bahwa sistemn
tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah
. kolonial Belanda sebagai model awal masuknya
modernisasi ekonomi politik di Indonesia dapat
dilihat dari cara pemerintah kolonial memaksa
para petani di daerah pedesaan menanam
sejumiah tanaman tertentu untuk memenuhi
kebutuhan industri dan investasi modal.”
Sejumlah areal tanah di daerah pedesazan diambil
alih olel pemerintah kolonial Belanda dan
dipaksa untuk ditanami sejumlah tanaman
industri — seperti tebu dan ‘teh — semata-mata
uptuk memenahi kebutwhan industri (medal).
Sisteni tanam paksa yang dilakukan oleh
pemeriniah kolonial Belanda juga mendorong
perubahan fungsi petani pedesaaan. Para
petani,yang sebelum sistem tanam paksa
diselenggarakan, berfungsi sebagai pekerja

yang menyediakan kebutuhannya sendiri (baik -
petani penggarap maupun buruh tani} berubah
menjadi buruh pabrik yang bekerja untuk
kepentingan indusiri. Ini merupakan babak awal
peralihan petani di Indonesia dari petani yana
bekerja di sektor domestik untuk kepentingan
keluarga menjadi burah pabrik yang
menyediakan - kebutuhan. industri dan
perdagangan pemerintah kolonial. Para peiam
dieksploitasi tidak hanyatenaga fisiknya; tetapi
juga lahan pertaniannya yang dijadikan sebag_ar .
jaminan bagi kepentingan industri dan pabyik
pemerintah koloniat. Di bawah UU Agraria yang
dibuat oleh pemerintah kolonial, pengusaha
Barat mulai mencapiok dan menyewa tanah-
tanah di daerah pedesaan (Jawa) untuk ditanami
tanaman industri. Woeste gronden™ merupakan
seputan halis yang digunakan pemerintah
kotanial untuk mengambil paksa tanah-tanah
petani guna menghindari terjadinya keributan,
pemberontakan, dan perlawanan yang
dilakukan oleh petani vang tanahnya diambil
paksa oleh pemerintah kolonial.

Modernisasi ekonomi politik kolonial
dijalankan juga dengan mendorong pabrik-
pabrik agar mencaplok tanah-tanah pertanian
di daerah pedesaan dengan alasan bahwa
tanah-tanah tersebut merupakan tanah woeste
gronden yang tidak dapat dipergunakan oleh
petani pribumi. Kekuasaan {politik) diperlukan
untuk melakukan koersi, restriksi, pengawasan
dan tekanan atas fisik petani dan memaksa para
petani memberikan lahan mereka untuk
kepentingan industri sekaligus menciptakan
kebungkaman di kalangan petani. Kekuasaan
juga diperlukan tidak hanya untuk mengawasi
latulintas ketersediaan tenaga fisik petani untuk
melayani kebutuhan pekerjaan di lahan tanam

© { jhat, § Thomas Lindbland (eds), 2002, Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, Yogyakarta: Pastaka Pelajar
Telnenws [hat 0 5 Blean Dari State ke State: Rezim vane Berubah dari Produksi Ekspor Petani Pada
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paksa ‘dan pengambilalihan lahan para petani,
téfzﬁﬁ juga dalam rangka mengontrol dan
mengendahkan munculnya perlawanan dan
pemberontakan Laum petam di daerah
pedesaan . -
‘Pasca kemerdekaan takun 1945,
terutmna sekali di'bawah pemerintahan Orde
. ‘Bam, modemlsas: ekonomi politik pedesaan di
: Indonesm memihkl kecendrungan yang sama
E dencan modermsa51 ekonomi politik yang
dﬂakukan oleh pemerintah-Belanda. Sistem dan
cara‘perianian dipaksakan berabah dari cara
dan sistem pertanian tradisional ke sistem dan
cara pertanian modern. PELITA 1 Orde Baru
yang meletakan strategi pembangunannya pada
pembangunan’ pertanian -membawa banyak
sekali teknologi.baru, khususnya teknologi
padi, ke desa. Pengenalan dan adopsi teknologi
ini ‘telah menimbulkan revolusi dalam banyak
bidang -di daerah pedesaan, tidak hanya
revolusi daiam bidang produksi padi, tetapi juga
revolusi dalam bidang pengelotzan dan
pemasaran hasil-hasil pertanian.?

-Di bidang produksi, adopsi jenis bibit
padi baru yang dianggap unggul, berumur
pendek; tanggap terhadap dosis pupuk vang
besar, dan kematangan yang lebih serentak telah
mengakibatkan berkembangnya kemersialisasi
produksi, pengolahan, dan pemasaran barang-
barang pertanian - (padi). Meluasnya
penggunaan sabit dan sistem tebasan juga erat
kaitannya dengan kehadiran bibit unggul
tersebut. Melalui BIMAS (Bimbingan Massal),
Orde Baru memperkenalkan kepada petani
sistem dan cara baru penggunaan bibit unggul,
pestisida, urea, dan sebagainya. Atas nama
BIMAS, ruang-ruang publik di desa diisi dengan
wacana pembangunan, ideologi politik, tertib
sosial dan sebagainya. Bahkan BIMAS juga

dipakai untuk memaksa dan menggiring pé
pedesaan ikut ambil bagian di dalang:ijfég
Keluarga Berencana (KB). Program KF
samping menuai banyak kesuksesan'da
menekan laju pertumbuhan penduduk i
menerapkan besarnya cengkraman. kekuas
Orde Baru atas masyarakat desa. KB Lemuc
dipelesetkan menjadi “Keluarga Bapc.}\,’.._ Y
artinya para peserta KB {a_kse_p'tg_if_..-k
merupakan anggota besar keluarga: Otde‘;’{‘:
(Soeharto) yang menjamin kepatuhan -
ketundukan terhadap kehendak bapak, . .
Perubahan sistem dan cara perian
yang diperkenalkan oleh pemerintah Qrde B
bukan bagi peningkatan produktivitas. ha
hasil pertanian dan dengan begitu menaikl
kesejahteraan hidup petani, adalah upaya dal
kerangka mempersiapkan petani (terutama
daerah pedesaan) untuk menerima ekspa
modal sebagai jaminan bagi perlindung
kekuasaan (pofitilk) Orde Baru. Masuknva mo
Ke daerah pedesaan bisa dilihat
penggunaan mesin tumbuk padi uddler) b
untuk pengelolaan padi, yang tentu saja dimil
oleh wiraswasta dan pemodal di desa. Den
begitu petani pedesaan (Jawa) -
menghadapi masalah yang paling ha.%u!u, ¥a
rendahnya pendapatan dan sempitn
kesempatan kerja,”* Persoalan ini diatasi ol
pemerintah Orde Baru dengan membuka lah
transmigrasi dan mendorong semakin bany
orang desa berurbanisasi ke kota deng
harapan di daerah transmigrasi baru di kota d
mereka akan mendapatkan kehidupan ya
lebih layak. Tetapi sekali lagi, para petani i
tetap saja menjadi tumbal kekuasaan polit
yang ingin berekpansi ke daerah lekuasaan ba
dalam rangka memperluas basis kekuasaa
Sebalilorya perpindahan petani ke kota {Jakart

“
?
et

2 Mubvarto dan Sartono Kamodirdio, 1988 Pambanonnsn Dedesasn di Tadommcia T e, Womoeoo b ot 1 oo
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tidal selalusseialan dengan-harapan mereka
'-umuk“méndapatkan pekerjaan vang layak. Para
- ‘petani urban ini secaraiidak sadar dipersiapkan
- oleh Orde Baru uniuk menopang perluasan
kapital; industri dan ‘pabrik-yang ada di‘kota.
- Tenaga-tenaga mereka sangat diperiukan oleh
karena di samping biayanya sangat murah juga
. :\LQ&%&{J{; itk mereka mudah ank dimanfaaikan
demiskepentingan -kekuasaan. Semuanys
dilakikan dalam ker aﬂwkﬁ mempuberaf modal
vang akan mendukung haqxs kekuasaan di
daerah periotaan, Y ¥ oo
fodal (kekavaan) dan- Slifﬂbt.i‘* supiber
material divakind olely pemeriniah Orde Baro
sehagai dnstrumen vang sangat efeltir untuk
melestarikan kekuasaan, menumbuhlan
lovalitas dan kesetinan masvarakat darl desa
sginpal pusat, reward dan carrof bagt mereks
vang ioval, sekaligus sebagal modal untuk
membendung pembanglangan, menakivkkan
pemberontakan dag blava vang haras
dikeluzrlkan untulk melestarikan kekuasaan dari
GRMPUIAN MAssa.

Modernisasi ekonomi polirik vang
dijalankan di bawah kekiasaan Orde Bary, jugs
dilakukan dengan menerapkan woesie gronden.
Tanah-tanah pertanian yang subur di daerah
pedesaan diambil aith oleh pemerintah dan dicap
sebagal tanah milik negara. Para petani
difndoktrinasi agar rela menyerahikan tanah-
tanah mereka vang paling subur “demi
kepentingan negara”. Petani vang tidak rela
menyerahkan tanahnya begitu saja dianggap
sebagai pembangkang vang tidak setia kepada
kepentingan negara. Hukumannya adalah
dipenjara atau dicap sebagai antek-antek Partai
Komunis Indonesia {PK1). Di samping memaksa
petani menyerahkan tanah-tanshnya untuk
kepentingan induostri, kapiial, dan kekuasaan,
para petani di daerah pedesaan juga dipaksa
untuk menaman tanaman industri di atas tanah-

tanah mereka. Tebu, teh, kopi, dan sebagamya

merupakan tanaman wajib bagi petani tmtuiq

_mengaanu!\an tanaman padi dan jagung yang

dianggap paling 1ayak untuk pa,tanz di dacz aly
pedesaan. Akibatnya, petani tidak lagi bci».e: rja
uniuk hepentrwan keluar ganya tctap; sema‘rw
mata bekerja untuk kepentmgan mdustn lla,.
the, dan kopi. Di sini, proses eksplomm peidm
tida 1\ ]3aswa dil dkui\an ierhada;} tanah dan
tanaman pmaman, Lctdpl f bllx pemn; itu msza -
menjddz korbai..

Dalam keuteks ékonomi mandan telah
terjadi pe{ahhan fungsi petani. Petani tidak fagi
menjadi buruh tani, petani penggarap, ‘dan
sebagainya, tetapitelah berubah menjadi petani
pabrik; petani penggarap tanaman pabrik, dan
petani peniaga kelestarian industrl. Kekuasaan
potiik dilakukan dengan menckan, menteror,
mengingimidasi, mengawasi, meresiriksi dan
mengkoersl petani. Babinsa merupakan
instraunery utama kekuasaan Orde Baru yang
digonakan untak itu. Di samping mengawasi
petent, instrumen kekuasaan Orde Baru ini juga
dirancang uniuk mengawasi lalu-lintas tenaman
petani, sehingga bisnis militer berkembang tuas
dari desa hingga ke kota. Birokrasi pemerintah
Orde Baru divancang secara rigid, tersentral,
dan terkendali untuk memudabkan kontrol dan
pengawasan terhadap kemungkinan manculnya
pembangkangan yang berasal dari arus bawah
(petani). RT, RW tidak hanya bekeria sebagai
administrator atas kelangsungan usaha borjuasi
di daerah pedesaan, tetapi juga sebagai agen
kekuasaan vang setiap saat melaporkan
perkembangan tertib sosial dan stabilitas
keamanan. RT, RW ternyata tidak hanya menjadi
agen kekuasaan pusat di desa, tetapi juga
menjadi agen borjuasi yang menjual pestisida,
pupuk urea dan sebagainya kepada petani,®

Golkar dibiarkan untuk mempenetrasi
sampai ke desa demi meniaga dan melestarikan
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Lépe’ntingan kekuasaan atas modal ‘dan
kepatuhan dari kelompok-kelompok sosial di
___éaerah pedesaan Dengan begity, modernisasi
' pohtlk yang dlkembangkan oleh ‘Orde Baru
: adaiah politik segmentasx dan bxfrontal sepem
yanrr sering dlkemukakan oteh o Donnel

- Strategl blfronta] dlguﬂakan unmk melakukan
_ j'proses statasaSL lewatnya negara menundukkan
- organisasi- orgamsas; masyarakat sipil dan
: “prlv"fit'i'saSL dengzm ‘membuka ‘beberapa
lembaganya bagi penyampaian kepentingan
ma_sya_mkat_ sipil Sécé;;a_ terorganisasi. Strategi
ségmenter_digunakan untuk: (1) memusatkan
proses statisasi masyarakat kelas bawah

(seperti  serikat. buruh),  dan  (2)
memprivatisagikan  lembaganya | bagi

kepentingan kelas atas yang dominan.
Singkatnya, perwakilan kepentingan kelas
bawah dibatasi, sedangkan perwakilan
kepentingan kelas dominan dibolehkan.*
Strategi ini oleh Mohtar Mas’oed
disebut sebagai memasukkan desa ke dalam
negara dan memasukkan negara ke dalam desa.
Strategi tersebutadaiah: Perrama, memasukkan
desa ke dalam negara — yang oleh Sutoro Eko
disebut negaranisasi— adalah suatu proses
penaklukan desa, tidak hanya manusia-
manusianya, tetapi juga sumber daya-samber
daya yang ada éi desa. Dalam strategi ini, negara
bekerjasama dengan pengusaha domestik dan
internasional untuk mencaplol\ semua sumber
daya yang ada di desa. ‘Negara bertindak
sebagai aktor p; edator yang memberikan
kesempatan luas kepada kapital masuk ke desa.
Masuknya kapital ke desa yang diberikan jalan
lebar melalui lisensi, proteksi, dan pemberian
izin yang mudah mendorong ekspansi kapital
secara lnas. Tanah-tanzh pertanian yang subur,

# ('Donnell dalam Mochtar Maso'ed, Fkonomi Dan Struktur Pelitik Orde Baru 1096-1

i989. hal 15,

hutan-hutan yang lebat dan barang-bar
pertambangan yang ada di desa, dianggap v
negara yang harus dikelola oleh _:-'pgngus
domestik dan internasional. Negara: kemuc
memberikan garansi tertib politik dan sabi!

-sosial sebagai jaminan perampasan hak-

ralkyat oleh pengusaha. Babinsa -sekali
digunakan untuk mengawasi daimen;

keamanan eksploitasi smnber_daya{iﬁ desa.

Kedua, memasukkan negara ke da

desa, digimakan untuk memberikan keleiuas
kepada negara untuk melakukan perretrasi:
ruang publik yang ada di desa. Tujuannya ad:
unfuk mematahkan perlawanan rakyas v
mungkin sekali waktu dapat muncul :Birok

pemerintahan desa diperkaya dengan sirule
struktur baru ciptaan negara, seperti: RT, [
LEKMD, LMD, semata-mata untuk memberi

tools bermain bagi masyarakat desa.® RT, b
LKMD, dan sebagainya diist dengan berba
jargon tertib sosial, stabilitas keaman
pengembangan ideolog! pcmbanwunan ¢
sebagainva  dengan  iujuan Cun

meninababekkan rakyat pedesaan. i sini ji
telah terjadi penyempitan tugas negara (poli
Negara tidak bertanggung jawab ams_gahggl
tertib sosial di tingkat desa. Mela
pengembangan sistem ronda malam, {1
negara diambil alik oleh masyaralkat uw
menjaga ketertiban dan keamanan.

Dampalk dari kedua strategi ini adal
Pertama, kekuasaan politik dengan lehw
meneiptakan kepatuhan dan ketunduk
masyarakat di tingkat paling bawah. Ked
eksploitasi atas sumber-sumber dava di dae
pedesaan berjalan dengan baik, schingga b
dimanfaatkan untuk memperkuat kekuase
pemerintah Orde Baru. Ketiga, perlaswvanan d

1997, LP3RS, daka
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sektor valeyat di lapisan bawah tidak terjadi.
- :Denngm dexnikiaﬂ, modemisasi ekonomi
politik yang dijalankan’di bawah pemeriniahan
"Orde Baru- digunakan untuk ¢ Perrama,
mempetkokdh Kekuasaan: Orde Baru, Kedua,
“menjamin: basis ‘material (kapital) untuk
1imr§z}oayai‘ lovalitas dari sektor rakvat, Ketiga,
memastikan bahwa Jegitimasi kekuesaan berasai
dari scktorrakyat.“Keempar, meminimalkan
partisipast rakyat pedesaan untuk menjainin
tertib sosial; stabilitas I\camdn an dan roda

vembangunan. ' " :
Untuk memper%_akoh kekuasaannyn,
Orde Baru melakukan pengendalian ekonomi
secara terpusat. Pengendalian ckonomi vang
tt:rpusaf dapat dilihat - dari banjirnva
pembentukan lembaga-lembaga perloeditan dan
konirol kelembagaan vang menyertai pemberian
dana perkreditan itn. Melalui lembaga-lembaga

perkreditan, Orde Barwmelakuban konirol masit

terhadap perekonomian rakyat kecil dan
menempatkan patron-patron bisnis dan
kelompok-kelompok lovalisnye dari pusat
hingga ke desa. Kebijakan Kredit Candak Kulak
(KCKY waitu kredis yang diberikan kepada
pedagang dan penguasaha-keeil memang-di
satu sisi sangat menguniungkan, tetapi di sisi
faln justru merugikan. Tahun 1984/1985 misalnya
KCK telah wmampu mengantongi 13.893.891
nasabah dengan total jumlah kredit Rp. 166.861,7
Juia dan pada 1987/1988 KCK berhasil
menjanglan sekitar 15,984,499 nasabah dengan
total kredit Rp, 225.103,0 juta, tetapi kebijakan
itu: felah menciptakan kontrol dan pengendalian
ketat terhadap ruang gerak masyarakai untuk
memperoleh dana perkreditan dari badan-badan
lair: di luar lembaga yang ada,*

Di samping ity, melatui lembaga-tembaga
perkreditan, Orde Baru memperluas basis

[ Fd. I L . [T . ¥ eV e §

kekuasaannya, sehingga selalu keluar sebagai
pemenang  dalam . pemilu. ..Besarnya
pengendalian dan, pengawasan.Orde Bary
kepada sektor ekonomi, terutama sekior

“ekonomi rakyat keeil dapat dilihat dari UU Mo, 12/

1969 tentang pokok-pokok p_erkﬁ_p_erasiag.

Lnpdang-undang .ini memberikan ruang vang

lnas terhadap peinerintah untuk memberikan -
bimbingan, pengawasan, perlindungan, dan
fasilitas ferhadap koperasi. Undang-undang ini -

-lipérkuat oleh ‘instruksi Presiden No,2/19%8

tentang KU D sebagaiwadah dari seluruh warga
desa: petani, nelaven,-pengerajin, peternak,
pedagang + dan sebagainya, = -untuk
méngendalikan dan memonopoli hasil-hasil
ckonomi.di sekior informal. Dengan instruksi
ini, KU telah menjadi lahan monopoli dalam
sekror ekonomi kecil dalam berbagai bidang
nerfanian, peternakan, perdagangan, industri
kecil, dan kerajinan.”

Tahun 198471085 2,291 unit KUD tes lib"it
dalam pengadaan pangan dengan jumlah beras
vang terkumpul sebanyak 2.046.4 ribu ton dan
pada tahun 198741988 sekitar 1.673 unit KUD
terlibat dengan jumlah beras sebanyak 1.136.8
ributon, Dalam penyaluran pupuk, tahun 1985
KUD yang menyalurkan pupuk ada Sebanyak
3.555 unitdengan jumiah pupuk yang disalurkan
sebanyak 143,398 ton, insektisida melibatkan
2365 unit KUD dengan jumlah insektisida vang
disalurkan sebanyek 532.167 kg/liter. Pada 1987/
1983 KUD yang tertibat dalam penyaluranpupuk
meningkat menjadi 1038 unit yang menvahirkan
pupuk sebanvak 210.006 ton dan 397 KUD
menyalurkan 20,284 kg/liter insektisida, KUD
juga terlibat dalam Tebu Rakyat Intensifikasi
(TRI) di Jawa; pada tahun 1984/1985 ada 732
unit KUD menyalurkan kredit sebanyvak Rp
149.062,1 juta dan tahun 1987/1988 meningkat

* Data Kewmpas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan dan Media Indonesia, 1989-1998. Data-data ini diambi} dari
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lagi menjadi 608 unit KUD dengan penyaluran
“kredit sebesar Rp 98.426,6 juta,
¢ “Dalam sektor perikanan ada sekitar 6435
buah KUD (1984/1985) dengan anggota 148.520
orang dan nilai usaha sebesar Rp 71.434 juta
-pada‘tahun 1987/1988 meningkat menjadi 669
‘buah KUD dengan anggota sebanyak 153.369
e'ré_ng dan nikai usaha sebanyak Rp 88.756 juta.
'Dala_m pex’témian KLUD menangani penyaluran
‘bibit unggul, makanan ternak, obat-obatan, alat=
alat kesehatan termak, dan pemasaran hasil-hasil
peternakan. Jumlah KUD vang terlibat dalam
méngeioia danmengoperasikan usaha kerajinan
adalah 675 buah beranggotakan 65.201 orang
dengan usaha senilai Rp 210.147.3 juta (1984/
1083 dan pada 1987 meningkat menjadi 1015
‘buah KUD dengan anggota sebanyak 200.301
orang mencakup jumlah sebesar Rp 341.709,1
juta. KUD tahu dan tempe (RKOPT1) 1987
sebanyak 71 buah KUD dengan anggota 32.357
orang meliputi modal Rp 17,939 juta.
Melalui paket 27 Oktober 1988 dan 25
Maret 1989 Lembaga Pana dan Perkreditan
Pedesaan diberikan status sebagai Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) dan sampai dengan
1991 T.DKP sudah tersebar di 11 provinsi yaitu
: Lembaga Kredit Kecamatan (LKK) di Acch,
Lumbung Pitih Nagari (L.PN) di Sumatera Barat,
Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Riau dan
Bengkulu, Lembaga Perkreditan Kecamatan
(LPK) di Jawa Barat, BKI di Jawa Tengah, Badan
Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Yogyakarta,
Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK)
di Jawa Timur, BKEK di Kalimantan Selatan,
Lembaga Perkreditan Desa {(LPD) di Bali, dan
LPK di NTB. Jumlah wnit LDKP secara
keselarthan mencapai 1.771 unit dengan jumlah
modal Rp 33,3 milyar, kredit sebesar Rp 40,2
milvar, dan nasabah sebanyak 1,7 juta orang.®

Bantuan perkreditan itu di satu
memang sangat menguniungkan pet
nelayan dan pengusaha kecil. Tetapi ad:
perkreditan semacam ini memberi
keleluasaan kepada pemerintah Orde Baruu
mengontrol, mengendalikan, dait memobil
massa di dalamnya antuk tujuan kekuas
Melalui lembaga-lembaga perkreditan itu (
Baru dengan mudah melakukan sgsjali
kekuasaan, termasule represi dan intimi
terhadap mereka yang mencoba melav
Pemberian Hsensi, proteksi dan berbagai fasi
monopoli — seperti pemberian lisensi p
kepada KUD— semuanya dalam keran
mendorong ekspansi kapital untuk memper
dukungan terhadap kekuasaan Orde Baru.

Agenda Pembaharuan Desa

Dengan proses modernisasi elkkonomi po
seperti digambarkanr di atas, bagaimana
memformulasi agenda pembaharvan de
Pembaharnan desa sangal penting un
mengembalikan otonomi desa, lerutama hak-
ekonomi dan politik rakyai, vang selama
dirampas oleh negara. Karena itu agenda
adalah-memformulasi kembali ruang-ru
ekonomi poliiik yang selama ini diguna
secara keliru untuk kepentingan kekuas
Agenda pertama adalah mengembali
sumber-sumber daya, termasuk tanah y
selama ini telah dieksploitasi untuk kepentin
negara. Kedwa mengembalilkan hak-]
ekonomi politik rakyat; ruang-ruang publik v
ada di desa difungsikan kembali dan d
dengan daya kreasi, inovasi, kebeba
berekspresi. dan sebagainya yang khas ral
pedesaan. Reformulasi strategi  ini san
penting demi menata kembali desa yang selz
ini telah menjadi korban berbagai kepenting:
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